
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PROVINSI SULAWESI UTARA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2OI9 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2Ol9 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu

dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2Ol9

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada

Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi

Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O7 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4691);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

1.

2.

Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Rep

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tefiang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah:;r:, 2014

tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI8

Nomor 157);



Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 33

Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERi

SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita

Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 Nomor 8)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Rincian besaran TPP diatur sebagai berikut:

a. Inspektur lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya, Kepala PD

yang memegang fungsi Perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi

koordinasi, Sekretaris DPRD, dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah;

b. Eselon IIB PD Fungsi Perencanaan, PD Fungsi Penganggaran, PD Fungsi

Koordinasi, lebih besar dari Eselon IIB Lainnya, Auditor Madya/P2UPD

pada Inspektorat, dan lebih kecil dari Eselon IIB Fungsi Pengawasan;

c. Auditor Madya/P2UPD pada Inspektorat, sama dengan Eselon IIB lainnya;

d. Sekretaris PD Fungsi Perencanaan, PD Fungsi Penganggaran, PD Fungsi

Koordinasi, Inspektur Pembantu serta Auditor Muda/P2UPD pada

Inspektorat lebih besar dari Sekretaris PD Lainnya, Auditor Pertarnal

P2UPD pada Inspektorat, dan lebih kecil dari Eselon IIB lainnya;

e. Auditor Pertama pada Inspektorat sama dengan Sekretaris PD lainnya;

f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, lebih

besar dari Kepala Bagran pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian

Sekretariat DPRD, Direktur Rumah Sakit, dan lebih kecil dari Eselon IIB

lainnya;

g. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sama dengan Camat;

h. Eselon IIIB pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, dan BKPSDM, lebih besar
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dari Eselon IIIA, dan lebih kecil dari Eselon IIIB PD lainnya;

Menetapkan:
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i. Eselon IVA pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, lebih besar dari
Eselon IVA pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspeldorat, BKPSDM,

Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan lebih kecil dari Eselon IIIB PD

lainnya;
j. Eselon IVA pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM,

Bagian Umum Sekretariat Daerah, lebih besar dari Eselon IVA PD lainnya,
dan lebih kecil dari Eselon IVA pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah;

k. Golongan III, Golongan IV/Non Eselon, pada Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah, lebih besar dari Golongan III dan Goiongan

IV/Non Eselon, pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM,

Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan lebih kecil dari Eselon IVA pada

Bagran Pengadaan Barang dan Jasa;

l. Golongan III dan Golongan IVlNon Eselon, pada BAPPELITBANGDA,

BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah lebih
besar dari Golongal III, Golongan IV/Non Eselon PD l,ainnya, dan lebih
kecil dari Golongan III, Golongan IV/Non Eselon, pada Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;

m. Golongan II dan Golongan I pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah, Iebih besar dari Golongan II dan Golongan I pada

BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum
Sekretariat Daerah, dan lebih kecil dari Golongan II dan Golongan I PD

lainnya;
n. Golongan II dan Golongan I pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat,

BKPSDM, Bagran Umum Sekretariat Daerah lebih besar dari Golongan II
dan Golongan I PD Lainnya, dan lebih kecil dari Golongan II dan Golongan

I pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;

o. Dokter Umum/Gigi pada Puskesmas lebih besar dari Dokter Umum/Gigi
pada Rumah Sakit dan lebih kecil dari Dokter Ahli pada Rumah Sakit;

p. Dokter Ahli pada Rumah Sakit lebih besar dari Dokter Umum/Gigi pada

Rumah Sakit dan lebih kecil dari Apoteker pada Rumah Sakit.
(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1)Jam ke{a efektif adalah 5 (lima) hari kerja, paling sedikit 37,5 jam dengan
pengaturan sebagai berikut:
a. hari Senin :

Masuk Kerja : Pukul 07.30 WITA;

Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WITA;

Pulang Keq'a : Pukul 16.3O WITA.



b. hari Selasa sampai hari Kamis :

Masuk Kerja : Pukul 07.45 WITA;

Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WITA;

Fulang Kerja : Pukul 16.30 WITA.

c. hari Jumat :

Masuk Kerja : Pukul 07.00 WITA;

Pulang Keq'a : Pukul 11.30 WITA.

(2) Pembayaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi

adalah sebagai berikut:

a. TPP dibayar berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas di PD/Unit
Ke{a yang dibulctikan dengan data pint out firqer pint yang dikeluarkan

oleh BI(PSDM. Apabila finger pint tidak berfungsi sebagaimana mestinya,

maka pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan daftar hadir yang

disahkan oleh Kepala PD serta dilengkapi dengan dokumen

ketidakhadiran (surat tugas, surat keterangan dokter, surat cuti);

b. bagi PD/Unit Keq'a yang belum memiltkt finger pnnt dibayarkan

berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala PD serta dilengkapi

dengan dokumen ketidakhadiran (surat tugas, surat keterangan dokter,

surat cuti);

c. bagr Sekretaris Daerah tidak melakukan absensi melalui finger print
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menandatangani daftar hadir secara manual;

2. memasukan laporan mingguan kepada Bupati.

d. TPP dapat dibayarkan kepada PNS yang ditugaskan mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Struktural maupun Fungsional;

e. TPP tidak dibayarkan bagi PNS dengan alasan cuti di luar tanggungan

negara, cuti besar dan cuti karena alasan penting;

f. TPP tidak dibayarkan penuh bagi PNS yang tidak hadir tanpa keterangan,

izin, sakit, dan meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa izin

Kepala PD/unit ke{a;
g. TPP tidak dapat dibayarkan kepada PNS Guru dan Pengawas yang

menerima tunjangan serlifikasi;

h. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan beke{a pada Pemerintah

Daerah diberikan TPP yang besarannya 80% (delapan puluh persen) dari

nilai TPP yang diterima oleh PNS dan dibayarkan setelah mengabdi selama

4 (empat) bulan terhitung tanggal diterimanya surat perintah

melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
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i. PNS pindahan dari instansi pusat, daerah provinsi/ kabupaten / kota

lainnya dalam tahun berjalan dapat menerima TPP setelah 1 (satu) tahun

melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;

j. PNS pindahan dari instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota lain yang

diangkat dalam jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu,

dan dilantik sebelum dan/ atau pada pertengahan masa kinerjanya

(keseluruhan jumlah hari keda setiap bulannya) maka hak atas TPP

berlaku terhitung bulan yang sama;

k. PNS pindahan dari instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota lain yang

diangkat dalam jabatan struktural dan/ atau jabatan fungsional tertentu,

dan dilantik setelah pertengahan masa kinerjanya (keseluruhan jumlah

hari keq'a setiap bulannya) maka hak atas tambahan penghasilan berlaku

terhitung bulan berikutnya;
L PNS yang pindah antar perangkat daerah, apabila pemindahannya

sebelum dan/ atau pada pertengahan masa kinerjanya (keseluruhan

jumlah hari kerja setiap bulannya), maka TPP dibayarkan oleh perangkat

daerah yang baru;

m. PNS yang pindah antar perangkat daerah, apabila pemindahannya setelah

pertengahan masa kineq'anya (keseluruhan jumlah hari keg'a setiap

bulannya), maka TPP yang bersangkutan masih dibayarkan oleh

perangkat daerah yang lama dengan melampirkan daftar hadir manual

dan hasil cetak finger pint dai perangkat daerah yang baru;

n. PNS yang dilantik pada jabatan struktural yang pelantikannya setelah

pertengahan masa kinerjalya (keseluruhan jumlah hari kela setiap

bulannya), maka besaran TPP yang bersangkutan masih dibayarkan

dengan perhitungan pada jabatan sebelum dilantik;
o. PNS yang dilantik pada jabatan struktural, apabila dilantik sebelum

pertengahan masa kinerjanya (keseluruhan jumlah hari kerja setiap

bulannya), maka besaran TPP yang bersangkutan dibayarkan sesuai

jabatan yang dilantik;
p. ba$ PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tlrgas, diberikan TPP dalam

jabatan defrnitif dan ditambah 2Oo/o (dua puluh persen) dari TPP dalam
jabatannya sebagai Pelaksana Tugas.

(3) Rekomendasi TPP bagi Pejabat Eselon IIB ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah, bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf ditandatangani

oleh Kepala PD setelah menerima data pint out finger pint kehadiran dari

BKPSDM.

(a) Apabila Kepala PD / Sekretaris Daerah berhalangan, maka rekomendasi TPP

ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan.
(5) TPP tidak dibayarkan penuh bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, diatur sebagai berikut:
a. tanpa keterangan f (satu) hari kerja, dipotong sebesar 107o (sepuluh

persen) dari nilai TPP;

(

-l



b. izin I (satu) hari kerja dalam sebulan dibayarkan penuh, lebih dari I hari

kerja, dipotong sebesar 5% (lima persen)/hari kerja, kecuali izin duka

dalam hubungan vertikal (suami, isteri, anak, ayah, ibu, mertua,

menantu) dan hubungan horisontal (saudara kandung, ipar) selama 3

(tiga) hari ke4'a dibayarkan penuh;

c. sakit 1 (satu) hari kerja dalam sebulan dibayarkan penuh, lebih dari 1

(satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja yang dirawat inap di Puskesmas

dan Rumah Sakit yang dibuklikan dengan Surat Keterangan Dokter,

rekam medis, TPP dibayarkan penuh;

d. terlambat pada jam ke{a, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) terlambat I sampai dengan 15 menit, dipotong sebesar 0,57o (nol koma

lima persen) dari nilai TPP;

2) terlambat 16 sampai dengan 30 menit, dipotong sebesar 17. (satu

persen) dari nilai TPP;

3) terlambat 3 I sampai dengan 60 menit, dipotong sebesar 1 ,57o (satu

koma lima persen) dari nilai TPP;

4) terlambat 61 sampai dengan 90 menit, dipotong sebesar 2o/o (dua

persen) dari nilai TPP;

5) terlambat lebih atau sama dengan 91 menit, dipotong sebesar 2,57o

(dua koma lima persen) dari nilai TPP.

e. PNS yang mengambil cuti tahunan kurang dari dan/ atau sampai dengan

12 (dua belas) hari kerja, maka TPP tidak dipotong yang dibuktikan

dengan surat keterangan cuti yang diterbitkan oleh BKPSDM;

f. tidak mengikuti apel kerja awal bulan dan apel KORPRI, dipotong sebesar

2,5 o/o (dua koma lima persen);

g. meninggalkan tempat ke{a pada jam kerja tanpa izin Kepala PD/unit

ke{a, dipotong sebesar 2,5 yo (dua koma lima persen) setiap kali

meninggalkan tempat kerja.

(6) tidak mengikuti apel ke{a perdana setelah libur hari raya Idul Fitri, libur

hari raya Natal dan libur Tahun Baru tanpa keterangan, dipotong sebesar

50% (lima puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PNS yang melaksanal<an cuti melahirkan dibuktikan dengan Surat

Keterangan Dokter Rumah Sakit dan rekam medis dibayarkan penuh.

(2) cuti sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit dan

rekam medis dibayarkan penuh.

\



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro.

2020

GULANDANG BIARO,

EVANGELIAN INGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Marer 2O2O

SE DAERAH KAI}UPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUI.ANDANG BIARO

HERRY OGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2O2O NOMOR 17

I Ditetapkan di Ondong Siau

I paaa tanggal 3 Maret
I

FUPATI 
KEPULAUAN SIAU TA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR TAHUN 2O2O
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT] NOMOR 7 TAHUN 2OI9 TETJTANC PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PECAWA-I KEPADA PEGAWAI NECERI SIPIL

DAFIAR PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2OI9 TENTANC PEMBERIAN TAMBAHAN PENCHASILAN PECAWAI KEPADA PECAWAI NECERI SIPIL

A. TA'UBAIIAi PEIfOHAAIUUT PEAAWAI TEGERI AIPIL

PEOIWAI IIE,GERI AIPIL PXAI
TIMPAT BDRTUOAA

TERPEXCIL

I EAELOIT II
25,OOO,OOiJ

:r lis.[,i lll] (l'l) l:u,,Esi
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otl
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Stsf Ahli, ItcP8la Bad@l Dies, lnslEkro@t
2 &AELON III

- (cp€la Baan rtrgadefl BaElg d& Jqs& S.knrdia. DacEh
to,ooo,oooBaAirD t,mtru SekEt rinl D*mtr

- kpara BoSim pada s..kat4iat DeEn, I.i.p.ra Bsaian pdda S.krclEial DPRD dan DiFk.ur

BAPPDLI'IRANGDA, BP(m, BKPSDM, ltrsp.ktomt
- s.kaleis PD tuo8si t\.Es<:.*. PD FurBsi F.!{e8ga,e daf, PD FuoSsi (@dimsi
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- Esl,s ltlB pada AAI,PeLnBANGDA, BPKPD. BKPSDM

()B 4,000,00()

g*krlaris tladaD/ oi]A/ rirllMtan, ln3pcktofrr

3

6,OOO,OOO

OeEh S€naar T.4racil : Bi@ da Malslchi
DeEt TcrFrcil : Pulau Buhh!, P.h.pa, Bukid., Nefun& Ba(ubolai, Ap.lewo,
Dab., Pulau Rl@a d6 WiDer$D

3,OOO,0()0

' E*lo, IVA urda Basio P.Dssda@ B@rs.lan Ja$ S.kEmiial DeEh

4,OOO,000
. E*lon lV pada BAPPELIT&\NGDA, BPXPD, Insp.LtoEt, BKPSDM, Ba8ir, t,6u

lls.l,,'i IVA lli [trr"'\:'
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-2) P.rlalr {oolo sa ILa s/d ulb)

b Jojug K.r.EpiLn
l) lthks. (coloaea llb s/d lrd)
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aaAir UEU S.kEtEiat D&Eh
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B. TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA MEOIS

NO PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SATUAN

KATEGORI

KETERANGAN
TEMPAT BERTUGAS

KELANGKAAN PROFESIOAERAH
KEPULAUAN

DAERAH
TERPENCIL

DAERAH SANGAT
TERPENCIL

A
1

UPT. RUMAH SAKIT
Dokter Umum/Gigi
Dokter Ahli
Apoteker

PUSKESMAS

Dokler Umum/Gigi Putau Bjaro dan irakalehi
Ookter Umum/Gigi Pulau Buhias

OB 8,000,000
25.000,000
6,000,000

9.000,000

2

3
OB

OB

B

1 o/B

3
10,000,000

9,500,000

BI'PATI KEPULI\UAT SIAU TAGT'LAIVDAIVG BIARO,

lP

GEN

)

'i,

Ookter Umum/Gigi

)


